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BAB VI 

 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, upaya Forum Komunikasi Anak 

Bandung (FOKAB) dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di kota Bandung 

belum memenuhi hak-hak anak secara keseluruhan. Hanya hak anak-anak 

dari klaster tersebut yang diprioritaskan dalam kegiatan dan program kota 

Bandung, terutama dalam hal peran aktif, partisipatif, dan pasif. Dari segi 

pelaksanaan kekurangan FOKAB , yaitu beberapa kegiatan dengan tema yang 

menarik dilakukan secara online yang sebenarnya tidak efektif dalam 

pelaksanaan  

Utamanya adalah perihal hak-hak anak yang hampir tidak terpenuhi 

seluruhnya karena eksekusi terhadap program-program yang dicanangkan 

masih terbilang sangat mengecewakan Ada beberapa kekurangan peran aktif, 

seperti tidak semua hak anak yang diakomodasi oleh FOKAB tidak terpenuhi 

kecuali satu hak yaitu Hak Perlindungan dari keadaan yang menurut sifatnya 

belum layak untuk dilihat oleh anak. Dimana hak tersebut dipenuhi dalam 

kegiatan RACIK (Ramadhan Ceria Anak) yang dimana dalam kegiatan 

tersebut sendiri sesuai pembahasan diatas dimana ketua pelaksana berganti 

secara mendadak karena kesibukan dari individu tersebut  

Dengan demikian, FOKAB sudah sepatutnya membenahi kegiatan 

dan/atau program yang            dijalankan Apabila pembenahan ini dapat dilakukan, 

dapat tercipta harmonisasi di antara seluruh stakeholders (orang tua, anak, dan 
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FOKAB). Sistem internal FOKAB masih berantakan dan program-program 

yang dicanangkan juga tidak membuahkan hasil baik. 

 

6.2  Saran 

 

Kendatipun menurut hemat Penulis tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

dan/atau program yang dilakukan oleh FOKAB sudah sangat baik, di mana 

kegiatan dan/atau program tersebut diciptakan guna memberikan kepastian 

penyaluran aspirasi dan terpenuhinya hak-hak anak, namun eksekusi 

pelaksanaannya masih dapat dikatakan cukup buruk. Hal ini merupakan 

konsekuensi logis akibat dari tidak terwujudnya esensi dari dilaksanakannya 

kegiatan dan/atau program sebagaimana telah diuraikan di atas. Banyak 

kendala maupun output yang tidak sesuai dengan pengharapan yang 

sepatutnya. 

Faktor yang sesungguhnya paling berpengaruh dari ketidakefektifan 

kegiatan dan/atau program yang diusung dan dilaksanakan oleh FOKAB 

adalah faktor internal dari keterlibatan seluruh anggota klaster-klaster yang 

ada, antara tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang 

telah diamanatkan ataupun tidak dipersiapkan dengan matang. Contoh 

konkritnya adalah pada kegiatan dan/atau program Hari Tanpa Tembakau, di 

mana pada tahap eksekusi nya tidak mencapai audiens dengan baik. 

Melalui seluruh faktor-faktor tersebut, Penulis ingin memberi saran: 

● FOKAB lebih berfokus kepada penanganan kasus-kasus anak yang 

tercatat dan memfokuskan hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan 
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program nyata yang langsung berfokus pada hak anak yang sering 

menjadi kasus anak-anak  di kota Bandung  

● Selain daripada itu FOKAB dapat mulai untuk sering melakukan 

kolaborasi bersama lembaga lainnya, contohnya adalah Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA). Kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (PPA) adalah berpartisipasi langsung terhadap polemik di 

masyarakat, peran  penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap 

anak di kota Bandung 

● FOKAB perlu membenahi setiap kegiatan dari kinerja kluster hingga 

kinerja individu tersebut   
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